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Abstract

The phenomenon of online lending in Indonesia was examined by focusing on its compatibility and
incompatibility with the principles of Islamic economic law. A normative and descriptive approach was applied
by analyzing the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), the fatwas of the National Sharia
Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and empirical data regarding the practices of legal and
illegal online lending. It was identified that legal online lending has been regulated under official provisions,
allowing legal protection to be provided for consumers, although elements of usury (riba), uncertainty (gharar),
and data misuse were still found, which indicated that full compliance with sharia principles has not yet been
achieved. Illegal online lending was declared to be in violation of both positive law and sharia principles, as it
is operated without license, without supervision, and is characterized by excessive harms such as usurious
interest, abusive debt collection, and moral as well as social losses. Based on the perspective of Islamic economic
law, legal online lending was considered to have the potential to be directed towards sharia compliance if
exploitative and unjust elements are eliminated, whereas illegal online lending was conclusively rejected since
its harms were judged to outweigh any benefits.
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Abstract

Dalam penelitian ini, telah dikaji pinjaman online di Indonesia dengan fokus pada aspek kesesuaian dan
ketidaksesuaian terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif
dan deskriptif melalui analisis regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa-fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta data empiris mengenai praktik pinjaman online
legal dan ilegal. Ditemukan bahwa pinjaman on/ine legal telah diatur melalui regulasi resmi sehingga perlindungan
hukum bagi konsumen dapat diberikan, meskipun praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan
penyalahgunaan data masih ditemukan sehingga kesesuaiannya dengan syariah belum sepenuhnya tercapai.
Sementara itu, pinjaman on/ine ilegal telah dinyatakan menyalahi hukum positif dan syariah, karena praktiknya
dilakukan tanpa izin, tanpa pengawasan, serta menimbulkan mudarat yang lebih dominan berupa bunga yang
mencekik, teror penagihan, dan kerugian moral maupun sosial. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah,
dapat ditegaskan bahwa pinjaman on/ine legal masih dapat diarahkan menuju kesesuaian syariah apabila unsur-
unsur riba dan ketidakadilan dihapuskan, sedangkan pinjaman on/ine ilegal secara mutlak ditolak karena lebih
banyak membawa mudarat dibandingkan maslahat.
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Introduction

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa
dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk ranah ekonomi. Salah satu
fenomena yang muncul adalah layanan pinjaman on/ine (pinjol) yang menawarkan kemudahan
akses pembiayaan bagi masyarakat.' Fenomena ini menjanjikan efisiensi dan inklusivitas
keuangan, namun pada saat yang sama juga menimbulkan kompleksitas hukum, terutama
terkait status legalitas® dan implikasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di
Indonesia.” Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa maraknya layanan pinjaman
online, khususnya sejak pandemi COVID-19, telah menciptakan tantangan mitigasi risiko
hukum bagi peminjam. Banyak penyedia layanan beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen.* Meskipun
layanan pinjaman on/ine resmi dapat menjadi solusi keuangan cepat, aspek syariahnya,
terutama terkait praktik riba, menjadi isu krusial agar tetap sejalan dengan prinsip ekonomi
Islam yang menekankan keadilan dan menghindari eksploitasi.’

Lebih jauh, praktik bunga yang tinggi pada pinjaman on/ine legal seringkali menyerupai
praktik rentenir yang merugikan masyarakat miskin.® Sementara itu, sejumlah penelitian lebih
banyak membahas isu lain, seperti legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran,” namun
kajian yang secara spesifik menyoroti pinjaman on/ine dari perspektif hukum ekonomi syariah,
baik legal maupun ilegal, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara komprehensif kedudukan pinjaman on/ine legal dan ilegal dalam kerangka
Hukum Ekonomi Syariah, serta merumuskan implikasi hukumnya di Indonesia. Penelitian
ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah peraturan perundang-
undangan yang betrlaku, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta menganalisis studi
kasus terkait praktik pinjaman on/ine.

Analisis berfokus pada identifikasi harmonisasi maupun diskrepansi antara kaidah hukum
positif dan doktrin syariah dalam konteks produk pinjaman on/ine. Selain itu, penelitian ini
juga mengkaji celah regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan
perlindungan konsumen sekaligus kepatuhan terhadap prinsip syariah. Teori perlindungan
hukum digunakan untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi pengguna layanan, baik yang
beroperasi secara legal maupun ilegal, mengingat pentingnya hukum dalam menciptakan
ketertiban dan kedamaian masyarakat.®
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Dalam perspektif syariah, penelitian ini juga menyoroti penerapan asas kehati-hatian guna
memitigasi risiko gharar (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian) yang seringkali melekat pada
pinjaman on/ine ilegal.” Selain itu, prinsip-prinsip syatiah seperti keadilan, transparansi, dan
larangan riba dipandang penting untuk diinternalisasi dalam kerangka regulasi pinjaman on/ine
sehingga tercipta sistem yang lebih etis dan berkelanjutan."

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun
praktis dalam merumuskan kerangka hukum yang adaptif dan berlandaskan syariah, guna
mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh inovasi keuangan digital di Indonesia."' Penelitian
ini juga membahas implikasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
terhadap transaksi keuangan digital, khususnya yang terkait dengan praktik pinjaman on/ine,
baik berizin maupun tidak.

Result and Discussion

Pinjam meminjam di dalam istilah fikih memiliki 2 bentuk bahasa, yang pertama adalah a/-
‘ariyah dan kedua adalah @/ gardh. Kata al-‘ariyah (peminjaman) dengan penckanan pada huruf
ya’ (aslall) dapat pula dibaca ringan tanpa penekanan (i,ls1), namun bentuk pertama dianggap

lebih fasih dan lebih populer. Ulama terkemuka Wahbah Az-Zuhaili mengutip beberapa
pendapat dari Mughni al-Mubtdj, 2/263; Takmilah Fath al-Qadir, 7/99 dan Hasyiyah Ibn ‘Abidin,
4/524, secara bahasa, istilah @/ ‘ariyah merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjamkan, atau
bagi akad peminjaman itu sendiri. Kata ini diambil dari akar kata ‘%ra yang berarti “pergi dan
datang,” atau dari 7z ‘@wur yang bermakna “saling bergantian atau saling menukar.” Al-Jauhari
berpendapat bahwa istilah ‘@ryah dinisbatkan kepada kata ‘r (aib atau cela), karena orang
yang memintanya dianggap berada dalam keadaan aib. Namun pendapat ini ditolak, sebab
Rasulullah &8 sendiri pernah melakukannya, dan seandainya benar ia merupakan aib atau
cela, tentu beliau tidak akan melakukannya.'?

Menurut definisi yang diberikan oleh al-Sarakhsi dan ulama Malikiyah, a/-‘driyah adalah
pemberian hak manfaat atas suatu barang tanpa adanya imbalan. Disebut 7 %rah (peminjaman)
karena akad ini bebas dari kompensasi ( 7wadh). Sementara itu, ulama Syafi‘iyah dan Hanabilah
mendefinisikannya sebagai “pembolehan penggunaan manfaat barang tanpa imbalan.”
Perbedaan kedua definisi ini terletak pada aspek hukum: definisi pertama mengandung
makna zamlik al-manfa‘ah (pemberian hak manfaat kepemilikan), sehingga orang yang
meminjam barang diperbolehkan meminjamkannya lagi kepada pihak lain. Sedangkan
definisi kedua hanya bermakna ibibah al-manfa‘ah (pembolehan penggunaan), sehingga barang
tersebut tidak boleh dipinjamkan atau disewakan kepada pihak lain."”

https://repository.unsriac.id/71516/9/RAMA_74201_02011281823164_0017066603_0003115706_01_fron
t%20ref.pdf.
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Peminjaman dalam Islam dipandang sebagai perbuatan terpuji yang dianjurkan (wandib),
berdasarkan firman Allah: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa.” (QS. al-
Mdidah |5]: 2). Selain itu, mayoritas mufasir menafsirkan ayat Allah: “Dan mereka enggan member:
bantuan (al-ma‘in).” (QS. al-Md‘nn [107]: 7), bahwa yang dimaksud dengan alma‘in adalah
barang-barang kecil yang biasanya dipinjamkan di antara tetangga, seperti ember, kapak,
jarum, dan sejenisnya.

Adapun kata al-gardh secara etimologis dijelaskan berasal dari kata a/-gat* (¢bill) yang berarti
"potongan". Oleh karena itu, harta yang dipinjamkan kepada orang lain lalu ditagih kembali
dinamakan gardh karena dianggap sebagai potongan dari harta pemberi pinjaman. Adapun
istilah istigrad dipahami sebagai permintaan pinjaman. Sedangkan istilah mugaradab atau girad
dengan kasrah qaf dipahami sebagai akad penyerahan harta untuk diperdagangkan dengan
ketentuan keuntungan dibagi sesuai syarat yang disepakati. Dalam terminologi fugaba,
pemaknaan a/-gardh dipaparkan berbeda-beda menurut mazhab."*

Menurut Mazhab Malikiyyah, gardh diartikan sebagai pemberian sesuatu yang bernilai
finansial dengan tujuan dikembalikan serupa, tanpa adanya tambahan manfaat bagi pemberi
pinjaman. Dengan demikian, pinjaman dipahami sebagai akad fabarru‘ yang semata-mata
memberi keuntungan kepada peminjam. Menurut Mazhab Hanafiyyah, gardh dipahami
sebagai pemberian harta yang bersifat ##h/i (memiliki padanan sejenis), seperti biji-bijian atau
barang takaran, dengan kewajiban dikembalikan sepadan. Apabila objek pinjaman berupa
sesuatu yang tidak »zz#h/i, maka akadnya dinilai tidak sah, meskipun harta tetap dimiliki setelah
diterima peminjam. Menurut Mazhab Syafi‘iyyah, gardh dimaknai sebagai penyerahan suatu
barang yang wajib dikembalikan dengan padanannya. Praktik sosial seperti pemberian uang
sumbangan perayaan dikategorikan sebagai gardh apabila dipahami harus dikembalikan
serupa. Menurut Mazhab Hanabilah, gardh dipahami sebagai penyerahan harta yang boleh
dimanfaatkan oleh peminjam dengan kewajiban mengembalikan sepadan. Akad ini dihukumi
mengikat setelah barang diterima, sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi
pinjaman.” Dengan demikian, qardh diposisikan dalam fiqih sebagai akad tabarru‘ yang
bertujuan membantu, dengan kesamaan pokok pandangan bahwa pengembalian harus
berupa padanan yang sejenis tanpa tambahan manfaat.

Dalam literatur fikih, ditemukan bahwa istilah ad-dayn, al-qardh, dan al-‘ariyah memiliki
kedudukan yang berbeda meskipun sering dipakai dalam konteks utang-piutang. Pertama, ad-
dayn ((320). Istilah ad-dayn dipahami sebagai segala sesuatu yang menetap dalam tanggungan

(dzimmah), baik berupa harga jual beli yang belum dibayar, upah yang belum diserahkan,
maupun pinjaman uang. Dengan demikian, setiap kewajiban finansial yang melekat dalam
tanggungan seseorang termasuk dalam kategori ad-dayn. Oleh karena itu, dipahami bahwa ad-
dayn bersifat umum. Setiap gardh merupakan dayn, tetapi tidak setiap dayn adalah gardh. Hal
ini sebagaimana yang dikutip dari al-‘Askari, di dalam a’-Furig al-Lughawiyyah, hlm. 171; Ibn
‘Abidin, di dalam Hasyiyah Ibn ‘Abidin, 5/157; dan Ibn ‘Utsaimin, di dalam [.iga’ a/-Bab al-
Maftih, pertemuan no. 15.'

14 ALl Al - Gl il - A )Y) caldl e adll QIS - 3030<,” diakses 23 Agustus 2025,
https://shamela.ws/book/9849/955#p1.
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Kedua, al-qardh ((=,4Y). Dalam kita Fikih Empat Mazhab mengutip pendapat Ibn Qudamah,

dan Zakariya al-Anshari, dari a/-Ghurar al-Babiyyah, Qardh didefinisikan sebagai penyerahan
harta untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikan gantinya yang sepadan. Akad
ini termasuk bentuk tolong-menolong yang disebut juga sa/. Berbeda dengan dayn yang
mencakup berbagai macam kewajiban, gardh hanya terbatas pada pinjaman harta tertentu
yang dikembalikan dengan padanannya. Ketiga, al-‘driyah (3,a)). AL ‘Griyah dipahami sebagai
kebolehan memanfaatkan suatu barang dengan syarat bahwa barang tersebut tetap harus
dikembalikan dalam keadaan utuh. Dengan kata lain, hanya manfaat yang diperbolehkan,
sedangkan benda aslinya tidak boleh hilang. Pendapat ini dikutip dari Mughni al-Mubtaj
karangan As-Syirbini. Dalam pandangan Syafi‘iyyah dan Hanabilah, serta salah satu riwayat
dari Malik yang dipilih oleh Ashhab (Pengikutnya), a/-‘ariyah dianggap sebagai pinjaman yang
wajib ditanggung (madhmiinah), baik ketika terjadi kelalaian maupun tidak. Selain itu,
dijelaskan pula dalam Kashshaf al-Qina* oleh al-Buhuti bahwa a/-‘ariyah diambil oleh tangan
peminjam semata-mata untuk mengambil manfaat tertentu.

Dari ketiga istilah tersebut, dapat dipahami bahwa: _Ad-dayn bersifat paling umum karena
mencakup segala kewajiban dalam tanggungan. .A/-gardh bersitat khusus karena terbatas pada
pinjaman harta yang dikembalikan dengan padanannya. A/~ ‘riyah berbeda karena hanya
berupa pemanfaatan barang tanpa menghilangkan benda pokoknya. Dengan demikian,
hubungan antara ad-dayn dan al-qardh bersifat umum dan khusus, sementara al-‘ariyab
menempati posisi akad tersendiri dalam fikih muamalah. Berdasarkan definisi istilah-istilah
diatas maka penelitian ini menjadikan subjek pembahasan pinjaman online adalah dengan
akad al-gardh.

Dalam mazhab Syafi’i dijelaskan bahwa pada akad gardh (pinjaman), memiliki ketentuan
hukum.'” Pertama, rukun-rukun gardh dipersamakan dengan rukun jual beli, sehingga barang
yang dipinjamkan harus diketahui kadarnya secara jelas, serta diperlukan adanya ijab dan
qabul. Bentuk ijab dapat diungkapkan secara sharih (tegas) maupun kinayah (sindiran). Dalam
praktiknya, terdapat pula bentuk pinjaman yang terjadi secara hukum (gardh hukmi) tanpa
memerlukan ijab dan gabul, sebagaimana halnya ketika seseorang menafkahi hewan temuan.
Kedua, syarat pemberi pinjaman (muqridh) ditetapkan, yaitu harus merupakan orang yang
layak melakukan fabarru’ (sukarela). Oleh karena itu, wali tidak dibenarkan meminjamkan
harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat. Namun, seorang
gadhi diperbolehkan melakukannya apabila pihak peminjam dapat dipercaya dan
berkecukupan. Selain itu, dipersyaratkan pula bahwa pemberi pinjaman tidak dalam keadaan
terpaksa. Adapun bagi penerima pinjaman (wugtaridh), disyaratkan kecakapan ber-muamalah,
yaitu berakal, balig, dan tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan pelarangan (mahjur
‘alaih).

Ketiga, objek pinjaman ditentukan harus berupa sesuatu yang dapat dijadikan objek akad
salam jika berbentuk barang dalam tanggungan. Barang tersebut wajib diterima segera oleh
penerima pinjaman, meskipun keberadaannya tidak disyaratkan dalam satu majelis akad.
Barang yang sudah jelas wujudnya (## 'ayyan) lebih kuat kedudukannya dibanding barang yang
hanya disifati dalam tanggungan, sehingga kebolehannya lebih longgar. Sementara itu, barang
yang tidak dapat dijadikan objek salam, seperti hewan hamil, tidak diperbolehkan dijadikan
objek pinjaman karena tidak dapat dipastikan kesetaraannya. Pengecualian diberikan

17 Lol Al - Gl Gaalie - Aa Y calil e 4@l GBS - 3030= diakses 23 Agustus 2025,
https://shamela.ws/book/9849/955.
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terhadap benda yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti roti, meskipun ia tidak sah
sebagai objek salam.

Keempat, ketentuan mengenai manfaat tambahan dijelaskan. Apabila suatu syarat ditetapkan
sehingga mengandung tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka akad dianggap fasid
(rusak). Contoh yang diberikan adalah pinjaman gandum kotor dengan syarat dikembalikan
dalam keadaan bersih. Namun, apabila tambahan diberikan tanpa syarat, maka hal itu
diperbolehkan. Syarat berupa jaminan (rzbn), penanggung (kafil), atau saksi tidak dianggap
sebagal syarat yang merusak, karena hal tersebut merupakan konsekuensi akad dan berfungsi
sebagal penguat.

Berdasarkan ketentuan fikih, syarat dalam akad gardh diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.
Pertama, apabila syarat tersebut menimbulkan manfaat bagi pihak pemberi pinjaman
(mugridh), maka akad dinyatakan fasid dan dapat merusak keabsahan akad. Kedua, apabila
syarat yang ditetapkan justru memberikan manfaat kepada pihak peminjam (wugtaridh),
seperti ketentuan pengembalian barang dengan kualitas lebih rendah dibanding yang
diterima, maka syarat dianggap rusak, tetapi akad tetap dipandang sah. Ketiga, apabila syarat
yang ditetapkan berkaitan dengan aspek keamanan transaksi, seperti adanya permintaan
jaminan atau penjamin, maka syarat tersebut dinyatakan sah dan dapat diberlakukan. Seluruh
ketentuan ini berlaku apabila syarat dimasukkan ke dalam substansi akad. Apabila syarat
hanya diajukan sebelum akad berlangsung tanpa dicantumkan dalam teks akad, maka syarat
tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad.

Oleh sebagian ulama, gardh dinyatakan sebagai amalan yang mandub. Namun pembahasan
hukum qardh dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Hukum gardh bagi pihak peminjam
(mugtaridh). Hukum gardh bagi pihak pemberi pinjaman (mugridh). Qardh bagi peminjam
ditetapkan hukumnya mubah secara umum. Kemubahannya diarahkan pada dasar bahwa
tidak terdapat larangan dan tidak menimbulkan mudarat. Adapun hukum gardh bagi pemberi
pinjaman ditetapkan memiliki lima kemungkinan: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.
Wajib; ditetapkan dalam kondisi darurat, misalnya ketika seorang tawanan Muslim terancam
dibunuh oleh kafir karena tidak memiliki harta, maka pemberian qardh oleh Muslim lain yang
mampu dipandang wajib. Dalilnya diambil dari perintah Al-Qur’an untuk fz‘@wun dalam
kebaikan serta kewajiban menyelamatkan jiwa. Swunnah; ditetapkan ketika seorang Muslim
membutuhkan bantuan tanpa kondisi darurat. Dalilnya diperoleh dari ayat Al-Qur’an dan
hadis yang menegaskan keutamaan memberi pinjaman. Namun, kewajiban tidak ditetapkan
karena dalil khusus tidak ditemukan. Haram; ditetapkan apabila pinjaman dipastikan
digunakan untuk maksiat, karena hal tersebut termasuk dalam larangan tolong menolong di
atas dosa dan permusuhan. Makrub; ditetapkan apabila terdapat keraguan terhadap
penggunaan dana untuk maksiat. Hal ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian berdasarkan
hadis larangan jatuh pada syubhat. Mubah,; ditetapkan pada kondisi umum di luar keadaan
yang disebutkan di atas. Hal ini kembali pada prinsip asal kebolehan dalam muamalah.'
Pahala gardh disamakan dengan pahala sedekah. Hal itu didasarkan pada beberapa dalil.
Pertama, dalam firman Allah:

508 Blaial 41 A5elatd Ui a3 4 ) 00113 (s

18 «3LoLil) ASall - [y 8l uSa g,A'L’;X\ Gaaall - bl el bmml\ A iy e c&u\ LS - 4074=,” diakses
23 Agustus 2025, https://shamela.ws/book/127708/992.
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Siapakab yang maun memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkabkan hartanya di
Jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
banyak. |QQS. Al Baqarah: 245].

Ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah sedekah, dan gardh termasuk di dalamnya. Kedua,
tujuan sedekah dipandang juga terdapat dalam gardh, sebab tujuan dari sedekah adalah
memberi manfaat kepada penerima, dan manfaat yang sama juga diberikan melalui gardh.
Segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan dapat dipinjamkan, kecuali manusia. Oleh
karena itu, kaidah umum yang dipakai adalah bahwa keabsahan pinjaman diukur dengan
keabsahan jual-beli. Contoh yang dapat dipinjamkan adalah uang, barang yang ditakar atau
ditimbang, barang yang dihitung, barang dengan spesifikasi tertentu seperti peralatan atau
kendaraan, manfaat yang terukur seperti tempat tinggal dan jasa kerja, serta hewan yang dapat
ditentukan dengan deskripsi jelas. Namun sebagian para ulama mengecualikan bahwa ada
yang bisa dijual tapi tidak bisa dipinjamkan, seperti budak baik laki-laki atau perempuan.
Dalam pembahasan syarat-syarat pinjaman (gardh) ditetapkan bahwa syarat-syaratnya
mencakup pengetahuan tentang jumlah pinjaman, deskripsi pinjaman, dan kebolehan
pemberi pinjaman untuk melakukan hibah. Pengetahuan mengenai jumlah pinjaman
dipersyaratkan agar terhindar dari perselisihan, sedangkan penentuan jumlahnya dilakukan
dengan takaran bila berupa benda yang ditakar, dengan timbangan bila berupa benda yang
ditimbang, dengan hitungan bila berupa benda yang dihitung, dan dengan ukuran bila berupa
benda yang diukur. Jika jumlah pinjaman tidak diketahui, maka akad pinjaman batal, harta
yang diterima wajib dikembalikan, serta berlaku hukum amanah atau hukum ghasab sesuai
keadaan.

Adapun syarat deskripsi pinjaman ditetapkan untuk menghindari sengketa dan memudahkan
pengembalian dengan barang sejenis, khususnya bila jenis dan kualitasnya beragam, sehingga
sifat-sifat pinjaman harus disebutkan dengan jelas. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka
akibatnya sama dengan syarat-syarat sebelumnya. Sementara itu, kebolehan pemberi
pinjaman untuk berhibah juga disyaratkan, karena pinjaman merupakan bentuk hibah,
schingga tidak sah dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kelayakan bertindak seperti wali
atas orang yang berada dalam perwalian, nazir wakaf, maupun seorang mukatab, sebab
tindakan mereka terikat dengan maslahat tertentu. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka
akibatnya sama dengan syarat-syarat yang lain.

Adapun penyempurnaan akad pinjaman ditetapkan dengan ijab dan qabul sebagaimana akad-
akad lainnya, dan apabila akad tidak sempurna maka pinjaman tidak terjadi, hak kepemilikan
tidak berpindah, dan tidak ada penggantinya yang ditetapkan dalam tanggungan. Dalam hal
kepemilikan pinjaman, ditetapkan bahwa kepemilikan terjadi pada saat barang pinjaman
diterima oleh peminjam sebagaimana hibah, karena yang dimaksud adalah hibah untuk
dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan penggantinya. Akibat dari kepemilikan
tersebut adalah tidak wajibnya pengembalian barang yang sama, tetapi hanya wajib
menggantinya; diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli dengan barang pinjaman dari
pemberi pinjaman; dan ditetapkannya pengganti pinjaman dalam tanggungan peminjam,
karena kepemilikan telah berpindah dan barang pinjaman tidak lagi menjadi milik pemberi
pinjaman."

Kemudian mengenai tata cara pelunasan utang (fasdid) ditetapkan dua keadaan, yaitu ketika
pelunasan menimbulkan mudarat dan ketika tidak menimbulkannya. Apabila pelunasan
dilakukan di luar tempat akad dan menimbulkan mudarat, maka hal tersebut dibahas melalui

19 6 G - al JBY) 3 AUY) e (el Gl - ALl el el 33 3 e allaal) (S - 45504
4Llal) ” diakses 23 Agustus 2025, https://shamela.ws/boolk/127708/1040#p1.
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dua cabang: contoh-contoh terjadinya mudarat serta hukum pelunasan-nya. Dari sisi pemberi
pinjaman, mudarat dianggap terjadi apabila biaya harus dikeluarkan untuk membawa barang
pinjaman, tidak ditemukan orang yang dapat mengangkutnya, jalan yang ditempuh tidak
aman, negeri tujuan tidak aman, atau barang pinjaman berupa komoditas yang nilainya lebih
tinggi di negeri asal. Sementara itu, dari sisi peminjam, mudarat dianggap muncul apabila
barang serupa tidak ditemukan di negeri tempat pelunasan sehingga membutuhkan biaya
tambahan untuk mendatangkan-nya, tidak ada kemampuan untuk melunasi atau membeli
barang tersebut dan tidak pula ada pihak yang meminjamkan, timbul kekhawatiran bahwa
pelunasan akan diingkari sementara tidak ada saksi atau bukti, atau barang pinjaman berupa
komoditas yang nilainya di negeri asal lebih rendah.

Dalam hal hukum pelunasan dengan adanya mudarat, ditetapkan dua keadaan: jika mudarat
menimpa pihak yang menuntut pelunasan dan jika menimpa pihak yang menolaknya. Apabila
mudarat terdapat pada pihak penuntut pelunasan, maka pihak yang menolak diwajibkan
untuk menerima, sebab alasan peniadaan kewajiban semata-mata untuk menghindari
mudarat, dan ketika kerelaan telah ditunjukkan maka penghalang tersebut dianggap hilang
schingga pelunasan wajib dilakukan. Namun, jika mudarat terdapat pada pihak yang menolak,
maka ia tidak dipaksa untuk menerima, sebab kaidah syariah menetapkan bahwa mudarat
tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan mudarat yang lain.

Adapun jika pelunasan dilakukan di luar negeri akad tanpa adanya mudarat, maka hukumnya
berbeda sesuai dengan pihak yang meminta. Apabila yang meminta adalah pemberi pinjaman,
maka peminjam wajib melunasi karena hak dapat ditunaikan tanpa adanya mudarat.
Sebaliknya, jika yang meminta adalah peminjam, maka pemberi pinjaman diwajibkan
menerima pelunasan tersebut, sebab keberlangsungan utang merupakan mudarat bagi
peminjam, sementara penerimaan pelunasan tidak menimbulkan mudarat bagi pemberi
pinjaman. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur’an untuk tolong-menolong dalam kebaikan
dan ketakwaan, di mana pembebasan tanggungan seorang debitur termasuk dalam bentuk
kebajikan, dan penerimaan hak oleh kreditur dipandang sebagai wujud kerja sama dalam
kebajikan tersebut. Apabila pemberi pinjaman tetap bersikeras menolak menerima haknya,
maka pelunasan dilakukan dengan cara menyerahkan hak tersebut kepada penguasa (hakim)
negeri, sehingga tanggungan peminjam dianggap gugur. Landasan hal ini adalah praktik yang
pernah dilakukan pada masa Khalifah Utsman-ketika seorang perempuan menolak menerima
ganti rugi atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum, maka ganti rugi tersebut
dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Kasus tersebut dijadikan analogi terhadap situasi penolakan
kreditur dalam menerima haknya, selama tidak terdapat mudarat bagi dirinya.

Kemudian mengenai alindbah fi al-igti'rad (perwakilan dalam berutang), ditetapkan dua
kondisi, yakni ketika pihak yang hendak diberi pinjaman tidak dikenal memiliki reputasi baik
dalam melunasi utang, serta ketika ia dikenal sebagai pihak yang amanah dalam pembayaran.
Apabila pihak yang hendak diberi pinjaman tidak dikenal dengan sifat melunasi kewajiban,
maka peminjaman tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa utang
tersebut berisiko tidak dikembalikan sehingga memunculkan unsur penipuan dan pengabaian
terthadap hak pemberi pinjaman. Adapun jika pihak yang hendak diberi pinjaman dikenal
sebagai orang yang baik dalam melunasi kewajiban, maka peminjaman diperbolehkan, baik
dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Dalam hal peminjaman dilakukan dengan imbalan,
bentuknya dapat berupa kesepakatan seorang yang memiliki reputasi baik di mata pemberi
pinjaman untuk meminjamkan sejumlah uang bagi pihak lain yang kurang dikenal, dengan
imbalan tertentu. Praktik semacam ini dinilai sah, bahkan dapat bernilai anjuran, karena tidak
mengandung unsur terlarang, termasuk sebagai wujud kerja sama dalam kebajikan, serta
karena imbalan yang diterima perantara diberikan sebagai kompensasi atas reputasinya,
bukan sebagai keuntungan dari pokok pinjaman. Berbeda halnya dengan penjaminan (daman)
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yang disertai imbalan, sebab dalam kondisi tertentu penjamin dapat dipaksa melunasi utang,
schingga imbalan yang diterima sama halnya dengan keuntungan dati pinjaman (gard jarra
naf an), yang hukumnya terlarang.”’

Sementara itu, jika peminjaman dilakukan tanpa imbalan, maka hukum kebolehannya
semakin kuat, bahkan dianjurkan. Dalil atas hal ini didasarkan pada perintah Allah untuk
saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (QS. al-Maidah [5]: 2), serta sabda Nabi
S “Berilab pertolongan, niscaya kalian akan diberi pabala”. Perantara dalam peminjaman tanpa
imbalan termasuk ke dalam kategori syafaat hasanah, sebagaimana ditegaskan dalam firman
Allah: “Barang siapa memberi syafaat yang baik, baginya bagian dari pahala tersebut” (QS. an-Nisa’
[4]: 85).” Dengan demikian, keberlakuan hukum perwakilan dalam peminjaman sangat
ditentukan oleh kredibilitas pihak penerima utang serta ada tidaknya imbalan dalam praktik
tersebut.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi keuangan harus dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengharuskan penghindaran unsur riba, gharar, dan
maysir serta penegakan keadilan dan kemaslahatan. Demikian pula, semua jenis aktivitas akad
harus dilakukan dengan transparansi antara kedua belah pihak yang bersepakat. Terkait
dengan larangan praktik riba, terdapat larangan yang sangat tegas dan ancaman yang sangat
jelas terhadap pelakunya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur’an surat al-
Baqarah ayat 279:

g5 ) (yo ey 153308 5lad o1 ()3
“Marka jika kanmu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketabuilah, babwa Allah dan
Rasul-Nya akan memerangimn.”
Ada banyak maksiat yang Allah larang dan ancam secara tegas. Tapi dalam hal mengerjakan
Riba Allah menantang pelakunya dengan perang. Pinjaman online legal yang telah diatur oleh
OJK diperbolehkan secara formal,”® namun praktik bunga yang masih diterapkan oleh
mayoritas penyelenggara dikategorikan sebagai riba nasi'ah, sehingga tidak dapat dibenarkan
menurut hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun secara hukum positif pinjaman online legal
diakui keberadaannya, dalam hukum syariah transaksi tersebut dianggap cacat akad apabila
mengandung tambahan bunga atas pokok pinjaman.
Sebagai panduan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) No. 117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan Prinsip Syariah telah ditetapkan. Dalam fatwa tersebut, ditegaskan bahwa akad
yang digunakan dalam fintech lending syariah harus dilakukan dengan mekanisme syariah, antara
lain: akad gardh (pinjaman tanpa imbalan tambahan), akad murababab (jual beli dengan margin
yang disepakati), akad 7arah (sewa manfaat), maupun akad wusyarakah/ mudharabah (ketja sama
usaha).?
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22 “Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses
21 Agustus 2025, http:/ /peraturan.bpk.go.id/Details /128391 /peraturan-ojk-no-77pojk012016-tahun-2016.

23 “117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.pdf,”
Google Docs, diakses 21 Agustus 2025,
https://dtive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBTIVo/ view?usp=sharing&usp=e
mbed_facebook.
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Dengan adanya fatwa tersebut, kedudukan pinjaman online legal dalam perspektif Hukum
Ekonomi Syariah diperjelas bahwa layanan tersebut dapat diterima sepanjang akad syariah
digunakan dan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba ditegakkan. Apabila praktik
bunga tetap dipertahankan oleh penyelenggara, maka transaksi pinjaman online meskipun
legal secara hukum positif tetap dinyatakan tidak sah dalam kerangka hukum Islam.

Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik pinjaman online ilegal masih marak
dijalankan, meskipun ribuan aplikasi telah ditutup oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi
sejak tahun 2018.** Operasional pinjaman online ilegal dilakukan tanpa izin sehingga tidak
dapat dimasukkan dalam kategori layanan keuangan yang sah menurut Peraturan OJK
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Menzinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Dalam praktiknya, pinjaman online (fintech lending) telah banyak digunakan masyarakat
Indonesia, khususnya sejak tahun 2018 ketika penetrasi layanan keuangan digital semakin
meluas. Dari perspektif syariah, sebagian mekanisme pinjaman online dinilai sesuai,
sedangkan sebagian lain dianggap bertentangan dengan prinsip muamalah.

Kesesuaian pinjaman online dengan syariah ditunjukkan apabila akad yang digunakan berupa
akad gardh (pinjaman tanpa imbalan) atau akad zarah (upah jasa) yang terbatas pada biaya
administrasi tiil. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan
Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, ditegaskan bahwa fintech
diperbolehkan apabila transaksi dilakukan dengan akad syariah yang sah, seperti wurabahah,
salam, istishna’, jjarah, musyarakah, dan mudbarabah, serta tidak disertai riba, gharar, atau maysir.
Dengan demikian, selama sistem fintech lending syariah menerapkan akad-akad tersebut,
maka kesesuaiannya dengan prinsip syariah dapat dinyatakan.

Namun, ketidaksesuaian sering ditemukan pada praktik pinjaman online konvensional. Data
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 102 penyelenggara
fintech lending berizin, hanya sebagian kecil yang berbasis syariah (sekitar 12 entitas). Hal ini
menunjukkan bahwa mayoritas layanan pinjol masih menggunakan skema bunga (inzerest-based
lending). Bunga yang dibebankan dalam pinjol konvensional dipandang sebagai riba nasi’ah,
karena adanya tambahan pembayaran atas pokok hutang akibat penangguhan waktu,
sebagaimana dilarang dalam QS. al-Bagarah: 275. Selain itu, praktik denda keterlambatan
yang bersifat penalti finansial dinilai sebagai bentuk tambahan yang termasuk kategori riba.
Ketidaksesuaian lainnya ditemukan pada aspek gharar (ketidakjelasan). Banyak aplikasi
pinjaman online tidak memberikan kejelasan mengenai akad yang digunakan, biaya
tambahan, maupun konsekuensi denda yang muncul. Bahkan, menurut riset Bank Indonesia
tahun 2021,% sekitar 41% pengguna pinjaman online ilegal melaporkan bahwa bunga dan
biaya tambahan tidak diinformasikan sejak awal. Kondisi ini jelas bertentangan dengan
prinsip syariah yang menckankan pada al-taradbi (kerelaan) dan al-wudub fi al-‘agd (kejelasan
dalam akad).

Dengan demikian, kesesuaian pinjaman online dengan prinsip syariah hanya dapat dinyatakan
jika akadnya jelas, bebas riba, gharar, dan maysir, serta biaya terbatas pada hal-hal riil yang
dibenarkan. Sebaliknya, praktik pinjaman online konvensional yang menggunakan sistem
bunga, denda, dan ketidakjelasan informasi, dikategorikan tidak sesuai dengan syariah.

24 “T'emukan Lagi 105 Pinjol Ilegal, OJK Sejak 2018 Sudah Tutup 4.265 Aplikasi | tempo.co,” Tempo,
5 Oktober 2022, https://www.tempo.co/ekonomi/temukan-lagi-105-pinjol-ilegal-ojk-sejak-2018-sudah-
tutup-4-265-aplikasi--278558.

% “STATISTIK Fintech Lending Des 2022 | PDEF,” Scribd, diakses 24 Agustus 2025,
https:/ /id.sctibd.com/document/699207684/STATISTIK-Fintech-Lending-Des-2022.

26 “(PDF) Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology)
Ilegal: Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021,” ResearchGate,
https://doi.otg/10.62383 /jembatan.v1i3.488.
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Selain itu, ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen® serta ketentuan mengenai transaksi elektronik dalam UU
No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
tidak dipatuhi oleh penyelenggara ilegal. Perlindungan hukum bagi konsumen pada
pelaksanaan pinjaman online telah diatur secara berbeda antara penyelenggara legal dan ilegal.
Pada praktik pinjaman online legal, perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme
regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK
No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Dalam regulasi tersebut, hak konsumen dijamin melalui kewajiban penyelenggara untuk
memberikan transparansi akad, kejelasan bunga atau ujrah, mekanisme penyelesaian
sengketa, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum juga diperkuat
dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang
menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang/jasa yang diterima.

Sebaliknya, praktik ancaman, bunga yang sangat tinggi, serta penyalahgunaan data pribadi
sering dilakukan, sehingga pelanggaran terhadap hak konsumen terjadi secara berulang. Oleh
karena itu, dalam hukum positif, pinjaman online ilegal dinyatakan tidak sah dan dapat
dikenakan sanksi administratif maupun pidana.”’ Data dari OJK tahun 2022 menunjukkan
bahwa sebanyak 102 penyelenggara fintech lending telah berizin, dengan sekitar 12
penyelenggara berbasis syariah. Seluruh entitas ini diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan
perlindungan konsumen, termasuk adanya Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Dengan demikian, perlindungan hukum pada pinjaman
online legal dapat dinyatakan lebih terjamin, meskipun praktiknya masih terdapat aduan
konsumen terkait penagihan yang kasar.

Berbeda halnya dengan pinjaman online ilegal. Pada praktiknya, perlindungan hukum bagi
konsumen justru tidak tersedia, karena penyelenggara tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh
OJK. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI), hingga tahun 2022 telah diblokir
lebih dari 4.500 aplikasi pinjaman online ilegal. Kasus yang sering ditemukan mencakup
bunga sangat tinggi (hingga 1% per hari), penyalahgunaan data pribadi, dan intimidasi dalam
penagihan. Dalam kondisi ini, konsumen tidak dapat menuntut perlindungan hukum secara
langsung terhadap penyelenggara, karena entitasnya tidak memiliki dasar legalitas. Upaya
perlindungan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, seperti
Pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 UU No. 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyalahgunaan data dan
pencemaran nama baik.

Dari aspek perlindungan hukum, konsumen pinjaman online legal diposisikan lebih
terlindungi karena keberadaan regulasi OJK, POJK 77/2016, UU ITE, dan UU Petlindungan
Konsumen. Sementara itu, konsumen pada pinjaman online ilegal hanya dapat bergantung
pada perlindungan hukum represif melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum, karena
mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa tidak tersedia.

27 “UU No. 8 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 Agustus 2025,
http://peraturan.bpk.go.id/Details /45288 /uu-no-8-tahun-1999.

2 “UU No. 19 Tahun 2016,” Database Peraturan | JDIH BPK|, diakses 21 Agustus 2025,
http://peraturan.bpk.go.id/Details /37582 /uu-no-19-tahun-2016.

2 Muhammad Sattia dan Susilo Handoyo, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
PRIBADI PENGGUNA LLAYANAN PINJAMAN ONLINE DAL AM APLIKASI KREDITPEDILA |
Journal de Facto, 14 September 2022, https:/ /jutnal. pascasatjana.uniba-
bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/atticle/view/113.
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Dari sudut pandang Hukum Islam, praktik pinjaman online ilegal dikategorikan sebagai
transaksi yang dilarang, karena akad yang digunakan tidak dijelaskan dengan transparan,
sehingga unsur gharar (ketidakjelasan kontrak) ditemukan. Selain itu, bunga yang sangat tinggi
dikategorikan sebagai riba jahiliyah, yaitu tambahan yang memberatkan dan diharamkan
dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Bagarah ayat 275-279.”

Tidak hanya itu, denda dan bunga yang berlipat ganda dalam pinjaman online ilegal
ditempatkan sebagai bentuk eksploitasi spekulatif (maysir) yang merugikan masyarakat,
khususnya kelompok ekonomi lemah. Dalam kajian Anwar Sitepu (2020),”" disebutkan
bahwa praktik pinjaman online ilegal disamakan dengan praktik rentenir, yang secara tegas
dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, dari perspektif syariah, pinjaman online
ilegal boleh dinyatakan tidak sah, karena mengandung riba, gharar, dan maysir yang secara
prinsip harus dihindarkan dalam transaksi keuangan Islam.”

Sejumlah rekomendasi implementatif telah dirumuskan untuk pemerintah, konsumen,
maupun penyelenggara pinjaman online agar praktiknya dapat berjalan sesuai hukum positif
dan prinsip syariah. Perfama, bagi pemerintah, penguatan regulasi serta pengawasan telah
direkomendasikan agar dilakukan secara konsisten. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), hingga Juni 2023 terdapat 102 perusahaan fintech lending legal yang terdaftar dan
diawasi (OJK, Statistik Fintech Lending 2023). Namun, lebih dari 3.000 aplikasi ilegal telah
diblokir sejak 2018 oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Oleh karena itu, penegakan hukum
dan literasi digital dipandang harus lebih diintensifkan. Selain itu, penegakan hukum terhadap
praktik penagihan yang melanggar etika telah diwajibkan, sebagaimana diatur dalam POJK
No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Kedna, bagi konsumen, kehati-hatian dalam memilih platform telah direkomendasikan agar
dilakukan. Perlindungan konsumen dapat diwujudkan dengan memastikan aplikasi yang
digunakan telah memperoleh izin resmi OJK serta menghindari pinjaman yang disertai bunga
tinggi. Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan
bahwa 64% pengaduan masyarakat terkait pinjaman online disebabkan oleh penagihan yang
tidak beretika dan bunga yang mencekik (AFPI, Laporan Tahunan 2022). Dengan demikian,
literasi keuangan syariah telah dipandang perlu untuk ditingkatkan agar konsumen dapat
menilai kesesuaian produk dengan prinsip keadilan dan terhindar dari praktik riba.

Ketiga, bagi penyelenggara pinjaman online, penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan
kepatuhan syariah telah disarankan untuk diutamakan. DSN-MUI melalui Fatwa No.
117/DSN-MUI/11/2018 tentang Financing Based on Information Technology telah menegaskan
bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan digital harus terbebas dari unsur riba, gharar,
dan maysir. Dengan demikian, model bisnis yang berbasis profit and loss sharing atau akad
murabahah dapat dikembangkan sebagai alternatif yang sesuai syariah. Selain itu, penerapan
teknologi keamanan data (data protection) diwajibkan agar privasi konsumen terlindungi sesuai
dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan rekomendasi tersebut, keberlangsungan pinjaman online di Indonesia diharapkan
dapat diarahkan menuju praktik yang sehat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum positif
maupun hukum ekonomi syariah, sehingga kemudaratan dapat diminimalisasi dan
kemaslahatan lebih besar dapat diwujudkan.

30 “Surat Al-Baqarah Ayat 275 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 21
Agustus 2025, https://tafsitweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html.

31 Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Indonesia dan Anwar
Sitepu, “Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya,” Sosio Konsepsia 10, no. 1
(2020), https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2022.

32 Google Docs, “117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip
Syariah.pdf.”
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Conclusion

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pinjaman online di Indonesia telah diposisikan dalam dua kategori utama, yaitu legal dan
ilegal. Pada pinjaman online legal, perlindungan hukum telah dijamin melalui regulasi yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperkuat dengan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, sehingga hak-hak pengguna lebih dapat dijaga, baik dalam aspek
transparansi, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun perlindungan data pribadi. Namun,
meskipun perlindungan hukum telah diberikan, praktik penagihan yang kasar, bunga atau
ujrah yang tinggi, serta potensi penyalahgunaan data masih ditemukan sehingga risiko
(mudaral) tetap dialami konsumen.

Pada sisi lain, pinjaman online ilegal telah dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip hukum
maupun syariah, karena tidak memiliki dasar regulasi, tidak diawasi otoritas, dan banyak
menimbulkan mudarat. Bentuk mudarat yang dominan ditimbulkan berupa beban bunga
yang mencekik, ancaman dan intimidasi dalam penagihan, serta penyalahgunaan data pribadi
konsumen yang berujung pada pelecechan nama baik. Dari perspektif hukum ekonomi
syariah, praktik pinjaman online ilegal sangat bertentangan dengan prinsip keadilan,
kejujuran, dan larangan riba, sehingga tidak dapat dibenarkan sama sekali.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pinjaman online legal masih dapat diposisikan
sebagai alternatif pembiayaan apabila prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan, seperti
kejelasan akad, penghapusan riba, dan penghindaran gharar serta maysir. Namun, jika mudarat
lebih besar dari maslahat, maka penggunaannya perlu dihindarkan. Adapun pinjaman online
ilegal secara hukum positif maupun syariah telah dinyatakan haram, karena mudarat yang
ditimbulkan jauh lebih dominan dibandingkan manfaatnya, baik dari segi sosial, ekonomi,
maupun moral masyarakat.
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